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Tahun Ini Tarif PBB-P2 Naik

BINTUHAN - Tahun ini Pemerintah Kabupaten
(Pemkab) Kaur menaikan tarif Pajak Bumi dan Ban-
gunan [PEB) Perkotaan dan Pedesaan (P2).

Sebagaimana yang telah di atur dalam undangan-
undangan dan juga telah disahkan melalui Peraturan
Daerah (Perda) bahwa di tahun 2024 ini PBB-P2 Naik
di angka 0,5 persen.

Meskipun demikian hal ini tidak berlaku di setiap
bangunan. Artinya pemungutan PBB-P2 masih sesual
dengan besaran nilai bangunan itu sendiri.

Dimana bangunan atau tanah yang nilai jualnya di
angka Rp500 juta ke bawah dikenakan pajak sebesar
0,3 persen. Sedangkan bangunan yang nilai jualnya
di angka Rp 500 juta ke atas di kenakan tarif PBB
sebesar 0,5 persen.

“Tahun ini sesuai dengan perdah yang telah di
sahkan ada perubahan terkait dengan PBB, yang se-
bentar lagi akan di sosialisasikan denga masyarakat,’
kata Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (BPEAD) Kabupaten Kaur
Purwanto SE, Selasa 7 Mei 2024,

Saat ini kenaikan pemungutan tarif pajak tersebut
sudah mulai diberlakukan di Kabupaten Kaur, karena
memang Perda yang mengaturnya telah ditetapkan.

Juga sebentar lagi pihak BPKAD Kaur akan mulai
melakukan sosialisasi dengan masyarakat untuk
memberikan informasi besaran PBB yang harus di
bayarkan di tahun 2024 ini.

“Sekarang sudah mulai kita terapkan, sebentar lagi
akan kita sosialisasikan dengan masyarakat,” ujar
Purwanto.

bayaran PBB masih cukup kurang.

Karena data terakhir di tahun 2016 yang tunggakan
PEB warga Kaur masih membengkak hingga di angka
milyaran rupiah.

Untuk itu di tahun ini BPKAD kembali akan melaku-
kan pendataan, tanah dan aset milik warga Kaur demi
memaksimalkan penagihan PBB.

“Untuk memaksimalkan PBB ini, akan kita lakukan
lagi pendataan ulang. Sehingga dapat diketahui nanti
siapa saja yang belum melakukan pembayaran PBB,"
terangnya.

Purwanto mengimbau agar masyarakat Kabupaten
Kaur untuk taat dalam melakukan pembayaran pajak,
sebab pajak yang dibayarkan tersebut juga untuk
membantu melakukan pembangunan di Kabupaten
Kaur. “Pajak ini bukan untuk kepentingan pribadi,
melainkan untuk membantu pembangunan di Ka-
bupaten Kaur," tukasnya. (cil)



